BAB 5
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

51. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan
dengan analisis regresi linier berganda, dapat ditarik kesimpulan
bahwa:
a. Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak

mengenai etika penggelapan pajak.
Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat keadilan pajak, maka
penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang semakin tidak etis
demikian juga sebaliknya. Dalam hal ini masalah keadilan terkait
dengan kondisi perekonomian masyarakat yang berbeda-beda, maka
dalam penyusunan Undang-undang maupun dalam penerapan
ketentuan pajak harus tepat dan sesuai dengan kondisi setiap wajib
pajak yang berbeda-beda. Selain itu, penggunaan uang pajak yang
dibayarkan wajib pajak terkait dengan manfaat yang dirasakan wajib
pajak harus diperhatikan, sehingga wajib pajak akan rela
membayarkan kewajiban pajaknya.
b. Sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib
pajak mengenai etika penggelapan pajak.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem perpajakan
pajak, maka penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang etis

maupun tidak etis. Sistem perpajakan terkait dengan tinggi
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rendahnya tarif pajak yang dibebankan pada wajib pajak, mereka
merasa terbebani atas pajak yang ditangguhkan pada penghasilannya.
c. Diskriminasi berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak
mengenai etika penggelapan pajak.
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat diskriminasi,
maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang
etis. Demikian juga sebaliknya semakin rendah tingkat diskriminasi,
maka perilaku penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang
tidak etis. Dalam hal ini diskriminasi terkait dengan suatu kondisi
tertentu. Apabila wajib pajak merasa terdiskriminasi atas agama, ras,
kebudayaan, dan kebijakan pemerintah yang memberatkan wajib

pajak tertentu, maka perilaku penggelapan pajak dianggap etis.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Ruang lingkup penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak
orang pribadi pengusaha yang terdapat di Pasar Atum di kota
Surabaya, sehingga dimungkinkan untuk menambah jumlah
responden dan memperluas wilayah penelitian.

2. Masih terdapat variabel independen Ilain yang dapat
mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan
pajak yang belum dipertimbangkan dalam penelitian ini yaitu
kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Alasan tidak menggunakan variabel tersebut dalam penelitian ini,
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karena tingginya tingkat kesulitan untuk mendapatkan jawaban
dari responden mengenai variabel tersebut. Variabel ini bersifat
sensitif bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada, maka peneliti menyampaikan

beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan

topik ini:

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian di
beberapa lokasi, seperti di Pengampon, Pasar Turi dan daerah
sekitarnya.

2. Pada penelitian selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk
menggunakan variabel independen lain yaitu kecenderungan
wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Variabel tersebut
mencerminkan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya, sehingga diperkirakan mempengaruhi persepsi

wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
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